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BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2021

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),
akuntabel, netral, profesional dan mampu melayani publik
secara prima untuk mendukung Kabupaten Ponorogo vang
lebih maju, berbudaya dan religius, maka diperlukan suatu
pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan
reformasi birokrasi;

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Refermasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokras:
Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokras:
2015-2019, perlu menyusun dokumen Road Map Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati [I Surabaya dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI.
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730});
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dar Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851});

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grend
Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penyusunan Roed Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1538);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Roed Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor
6);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor
1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2019 Nomor 1);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019-2021.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo.

S. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat
tertinggl hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-
langkah bertahap, konret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar
kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.

6. Road Map Reformasi Birokrasi adalah Rencana Aksi yang disusun untuk
jangka waktu 2019-2021 dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Kabupaten Ponorogo.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-
2021 ini ditetapkan dengan maksud untuk menjadi salah satu pedoman bagi
perangkat daerah terkait dalam penyusunan rencana kerja sesuai periode Road
Map tersebut.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Ponorogo Tahun 2019-2021 adalah agar pelaksanaan program dan kegiatan
reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dapat lebih
terarah dan selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi.

BAB 111
ROAD MAPREFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021, dengan wuraian sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) Sistematika Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. BABI . PENDAHULUAN.
b. BABII : GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN
PONOROGO.
c. BABIII : AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN

PONOROGO.
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d. BABIV : MONITORING DAN EVALUASI.
e. BABV : PENUTUP

BAB IV
PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN

Pasal 5

Road Map Refermasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021
ini, dapat dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan dinamika
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah serta perubahan
prioritas pembangunan daerah.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 6

(1) Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

(2) Rencana Anggaran dalam Road Map Tahun 2019-2021 menyesuaikan dengan
kebutuhan percepatan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 28 Pebruari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 28 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.
AGUS PRAMONO
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BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 30.

Salinan sesuai dengan asliny

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S H.
NIP. 19640707 199303 1 008




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : -:30 TAHUN 2019
TANGGAL : 28 Pebruari 2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2019-2021

BAB 1
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dalam rangka

meningkatkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan
tugas dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
transparan dan akuntabel untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang
baik (good govermmance). Perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi
mengalami ketertinggalan dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi
dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah telah menegaskan kembali akan
pentingnya penerapan prmslp- prinsip clean govermment dan good
governance yang secara universal diyakini menjadi prinsip yang diperlukan
untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Tuntutan:
pelaksanaan tugas yang demikian merupakan prasyarat bagi keberhasilan
program pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan pada semua aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai
dimensi kehidupan bernegara. Berkaitan dengan hal tersebut, program
utama yang dilakukan pemerintah adalah membangun aparatur negara

melalui penerapan reformasi birokrasi.

Rencana pelaksanaan reformasi birokrasi dijabarkan dalam peta
jalan (road map) reformasi birokrasi yang akan menjadi panduan bagi
pengelola reformasi birokrasi pada tingkat nasional maupun instansi
pemerintah melakukan langkah-langkah konkrit memperbaiki kualitas

birokrasi pemerintahan.

Road map reformasi birokrasi memiliki arti yang sangat penting

dikarenakan :

1. Perubahan yang dilakukan secara terencana akan mendorong efektifitas

dan efisiensi serta mengarah kepada tujuan yang ingin dicapai.

2. Perubahan yang terencana juga memberikan arahan tentang kegiatan
reformasi birokrasi baik pada tingkat nasional, maupun pemerintah

daerah dan sinergi di antara keduanya.

3. Perubahan terencana yang dilakukan secara serentak diseluruh jajaran
instansi pemerintah juga menjadi gerakan nasional yang mendorong

terciptanya budaya perubahan kearah perbaikan.

4. Perubahan yang dilakukan dapat dimonitor dan dievaluasi secara
berkelanjutan, sehingga setiap tahapan proses manajemen dapat
dipastikan telah dilakukan secara tepat dan benar serta sesuai dengan
rencana yang telah digariskan. Bahkan proses perubahan dapat segera
diperbaiki ketika proses perubahan tidak lagi relevan dengan kondisi

terkini.
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S. Perubahan yang dilakukan untuk menJaga momentum pelaksanaan
reformasi birokrasi tidak kehilangan arah, tujuan, dan target yang
hendak dicapai pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Grand
Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010 - 2025, yaitu
terciptanya Pemerintahan Kelas Dunia.

Dalam pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi pemerintah daerah
perlu untuk menetapkan quickwins. Program quickwins dilakukan dalam
rangka memberikan dampak positil jangka pendek yang dapat dirasakan
oleh publik/masyarakat sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi
birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Tujuan Reformasi Birokrasi

Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand
Design Reformasi Birokrasi yang telah disusun oleh pemerintah dalam
jangka waktu 15 tahun, dan kemudian dilakukan operasionalisasi program
dan kegiatan dalam setiap S (lima) tahun sekali. Maka, Road Map reformasi
birokrasi adalah rencana rinci dan detail mulai arah kebijakan, program,
kegiatan sampai dengan proyeksi anggaran untuk reformasi birokrasi
setiap tahun selama

S (lima) tahun. Kebijakan Road Map reformasi birokrasi ditetapkan
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi
Birokasi 2015-2019.

Tujuan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin
dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu menciptakan
birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan
birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Ponorogo dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku
kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten
dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map Reformasi
Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Ponorogo disusun dengan mengutamakan
prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan
dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Ponorogo bersifat dinamis, karena memberikan
kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan
yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang
telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010-
2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan
selanjutnya (2015-2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015
- 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahap
sebelumnya.

Penguatan dilakukan melalui langkah-langkah umum sebagai
berikut :
1. Memelihara dan atau meningkatkan/memperkuat.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya memelihara dan atau
meningkatkan/memperkuat area perubahan yang sudah mencapal
kemajuan, sehingga terjadi perbaikan berkelanjutan.
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2. Melanjutkan upaya-upaya perubahan.

Reformasi birokrasi dilakukan melalui upaya untuk melanjutkan
langkah- langkah perubahan positif yang sedang berlangsung terhadap .
seluruh  aspek-aspek dalam area perubahan. Langkah-langkah
perubahan dilakukan dengan melihat berbagai pengalaman masa lalu,
keterkaitannya dengan langkah-langkah perubahan lainnya, serta hasil
pembelajaran dari instansi lain, secara konsisten sebagai upaya untuk
mempercepat keberhasilannya.

Mengidentifikasi masalah lain dan mencari solusi pemecahannya.
Reformasi birokrasi dilakukan untuk menjawab secara cepat berbagai
permasalahan baru yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Memperluas cakupan pelaksanaan reformasi birokrast

Reformasi birokrasi dilakukan dengan memperluas cakupan pada

berbagai aspek yang belum tersentuh dan muncul sesuai dengan
perkembangan terkini.
Dengan ditetapkannya 8 (delapan) area reformasi birokrasi tersebut,

maka seluruh perhatian dan kekuatan aparatur birokrasi sudah dapat
fokus untuk mencapai dan mewujudkan sinergi dan efektifitas kerja antar 8

(delapan) area tersebut. Meski demikian pelaksanaan

reformasi birokrasi

harus mencakup seluruh satuan kerja pemerintah daerah dan seluruh
aparatur pemerintah daerah, bukan hanya satuan kerja yang berhubungan

langsung dengan area tersebut.

Kedelapan area prioritas pelaksanaan

reformasi birokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.
Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan

Area

Hasil yang diharapkan

1

Mental Aparatur

2
Meningkatnya penerapam/internalisas:
asas, prinsip, nilali dasar, kode etik dan
kode perilaku, termasuk penguatan
budaya kinerja dan budaya pelayanan.

Pengawasan

Meningkatnya penerapan sistem pc-
ngawasan dan penyclenggaraan pceme-
rintahan yang bersih dan bebas KKN.

Akuntabilitas Meningkatnya kinerja instansi peme-
rintah.
Kelembagaan Terwujudnya  kelembagaan  pemerin-

tahan yang tepat ukuran, tepat fungsi,
tidak tumpang tindih dan bersinergi
antar instansi, schingga mampu men-
dorong upaya perwujudan tata peme-
rintahan yang baik.

Tatalaksana

Meningkatnya penerapan sistem, proses |
dan prosedur kerja yang jclas, efektif,

efisien, cepat, terukur sederhana,
| transparan, partisipatif dan berbasis e-
| government.
Sumber Daya Manusia (SDM) | Meningkatkan  profesionalisme  SDM
Aparatur Aparatur '




1 2

Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan kualitas peraturan

perundang-undangan

Pelayanan Publik Meningkatkan kualitas dan kapasitas

manajemen penyelenggaraan pelayvanan
publik

Perubahan-perubahan pada area tertentu dalam lingkup birokrasi
diharapkan menciptakan kondisi yang kondusil untuk mendukung
pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan
akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan birokrasi vang memiliki
pelayanan publik berkualitas.

Area-area perubahan tersebut adalah :

1)

2)

4)

Mental Aparatur

Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku
negatif yang ditunjukkan dan dipraktikkan oleh para birokrat. Perilaku
inl mendorong terciptanya citra negatil birokrasi. Perilaku vang sudah
menjadi mental mode! birokrasi yvang dipandang lambat, berbelit-belit,
tidak inovatil, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya.
Karena itu, fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada
perubahan mental aparatur. Perubahan mental model/perilaku
aparatur diharapkan akan mendorong terciptanyva budava kerja positifl
yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel,
efektif dan efisien serta mampu membertkan pelayanan vyang
berkualitas.

Pengawasan

Berbagai penyimpangan vang terjadi dalam birokrasi, salah satu
penyebabnya adalah lemahnva sistem pengawasan. Kelemahan sistem
pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptil atau perilaku
negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah
menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptil
aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan
sistem pengawasan.

Akuntabilitas

Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagan
sumber yang diberikan kepadanva bag: kemanfaatan publik seringkali
menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu
menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan vang
mampu menghasilkan outcome (hasil yang bermanfaat) bagi masvarakat.
Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem akuntabilitas yang dapat
mendorong  birokrasi lebih  berkinerja dan mampu memper-
tanggungjawabkan kinerjanva sesuai dengan segala sumber-sumber
yang dipergunakannya.

Kelembagaan

Kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan sccara efektil dan
efisien. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banvak hirarki
menyebabkan  timbulnva proses vang berbelit, kelambatan
pelayanan dan pengambilan keputusan dan akhirnya menciptakan
budaya feodal pada aparatur. Karena itu perubahan pada sistem
kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas dan percepatan
proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi.
Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong
terciptanya budaya [/ perilaku vang lebih kondusil dalam  upava




5)

6)

7)

8)
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mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien.
Tatalaksana

Kejelasan proses bisnis/tatakerja/tatalaksana dalam instansi
pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan.
Berbagal hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepal seringkali
harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem
tatalaksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong lerciptanya
perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif = pada birokrat/aparatur.
Karena itu, perubahan pada sistem tatalaksana sangat diperlukan
dalam rangka mendorong efisiensi penyelecnggaraan pemerintahan dan
pelayanan, sekaligus juga untuk merubah mental aparatur.

SDM Aparatur Sipil Negara

Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi
Pemerintah membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem
manadJemen SDM-nya dan bagaimana Sistem Manajemen SDM
diterapkan secara nasional. Sistem manajemen SDM yang tidak
diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pcngadaan,
hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak
kompeten. Hal in1 akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan. Karena itu, perubahan dalam
pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperolch sistem
manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang profesional.

Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku
negatif aparatur adalah peraturan perundang-undangan yang tumpang
tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat
tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kkondisi
seperti in1 seringkali dimanfaatkan olch aparatur untuk kepentingan
pribadi yang dapat merugikan negara. Karena itu, perlu dilakukan
perubahan/penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan
yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan aspek lain yang selalu menjadi sorotan
masyarakat. Penerapan sistcem manajemen  pelayanan  belum
sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan, vang
lebih cepat, murah, berkekuatan hukum, nyaman, aman, jelas dan
terjangkau serta menjaga prolesionalisme para petugas pelavanan.
Karena itu perlu dilakukan penguatan terhadap sistem manajemen
pelayanan publik agar mampu mendorong perubahan prolesionalisme
para penyedia pelayanan serta peningkatkan kualitas pelayanan.
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BAB i

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Ponorogo

Sasaran Reformasi

Hal-hal yang sudah

Kebutuhan dan

implementast SPIP
saat 1ni level 2,8455
Nilai SAKIP Pemecrin-
tah Kabupaten Pono-
rogo saat ini B
Penggunaan ce

Procurement  terha-
dap belanja pengada-

G Birokrasi dicapal/baik harapan
1 | Birokrasi yang Opini atas laporan |- Mempertahankan
bersih dan keuangan WTP opinit WTP
akuntabel Tingkat  kapabilitas | - Tingkal kapabilitas
APIP saat ini level 2 APIP level 3
Tingkat kematangan |- Tingkat kematangan

implementasi SPIP

saat ini level 3

- Nilai SAKIP Pemerin-
tah Kabupaten Pono-
rogo saat ini A

- Penggunaan e-

Procurement terha-
dap belanja pengada-

public berkualitas

saat ini sebesar 74,17

Kepatuhan pelaksa-
naan Undang-undang
Pelayanan Publik saat
151 55,80

an saat Ini sebesar an saat N1 schesar
42% 0%
2 | Birokrasi yang Indeks Prolesionalis- | - Indeks Profesionalis-
efektif dan efisien me ASN saat 1nil me ASN saat 1Ini
sebesar 86,38 sebesar 87,2
Indeks SPBE saat ini | - Indeks SPBE saal im
sebesar 1,5 scbesar 2
3 | Birokrasi yang me- Indeks Kepuasan | - Indeks Kepuasan
miliki  pelayanan Masyarakat (IKM) Masyarakat (IKM) saat

Ini scbesar 81

- Kepatuhan  pelaksa-
naan Undang-undang
Pelayanan Publik saat
ini 81

Sasaran dari reformasi birokrasi terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

I,

Birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pemerintah Daerah

melakukan

langkah-langkah

Kabupaten
perubahan

Ponorogo pada dasarnva

telah

untuk mewujudkan

pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN.

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk

mewujudkan

pemerintah

daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal

yang sudah dicapai

berikut:

oleh Pemerintah

a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik
memberikan Opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo

mulal tahun

2012 sampai

dengan

tahun

Kabupaten Ponorogo, sebagai
Indonesia (BPK-RI) tclah

2017 untuk Laporan

Keuangan Pemerintah Dacrah (LKPD) Kabupaten Ponorogo.

b. Dalam rangka transparans:i
yang diwajibkan
Kekayaan Penyelenggara

pejabat

Negara,

dimaksud kepada KPK.

penyelenggaraan pemerintah daerah,
untuk menycrahkan
telah

Harta
laporan

Laporan
menyerahkan
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Pemerintah  Kabupaten Ponorogo  telah membentuk Unit
Pemberantasan Saber Pungli.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membentuk Unit Pengendali
Gratifikasi.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah menerapkan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus
dikembangkan.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah membuka sarana pengaduan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui SMS Center, Whatshap
(WA), surat aduan dan datang langsung ke Pos Pengaduan
Masyarakat Bagian Humas dan Protokol.

Penanganan pengaduan masyarakat telah dilaksanakan melalui
aplikasi SP4N dan sudah terintegrasi dengan semua SKPD.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kincrja Instansi Pemerintah (SAKIP),
Pemerintah Kabupaten Ponorogo sudah berhasil memperoleh nilai
kategori B, melalui penyusunan :

- Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah tahun
2016- 2021.

- Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU).

- Penyelarasan dokumen perencanaan dengan keuangan.
- Sinkronisasi dokumen perencanaan.

- Penyusunan Cascading Kinerja.

Penerapan teknologi informast di Kabupaten Ponorogo sudah dimulai
dengan pengembangan e-govemment. Secara spesifik juga telah
dikembangkan e-precurement untuk mendukung pengelolaan system
lelang barang dan jasa yang lebih akuntabel.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus

ditingkatkan antara lain:

a.

Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas KKN
sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan
pemerintahan yang baik.

Perlu adanya ASN sebagai role model yang menjadi teladan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai
dengan bidang tugasnya.

Birokrasi yang efektif dan efisien

Dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas

kinerja, beberapa hal yang telah dicapai antara lain :

a.

Telah dilakukan pencanangkan 3 (ltiga) Perangkat [Daerah/Unit
Pelayanan sebagai Zona Integritas vaitu Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Puskesmas Kauman.

Telah menyusun Pakta Integritas Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat
Administrasi.

Pejabat Tinggi Pratama sampail dengan pclaksana, masing-masing
telah menyusun dan menctapkan Perjanjian Kinerja.

Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan
kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward dan
punishment bagi pegawai. Pegawal vang memiliki kinerja lebih baik
dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih,
sehingga memotivasi pegawal untuk bckerja lebih baik.
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Penegakan hukum terhadap pegawai atau pc¢jabat yang mclakukan
tindakan indisipliner, schingga dapat lebih menimbulkan efek jera.
Memberikan reward dan punishment, sesual dengan asas keadilan
atas prestasi berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.

Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal yang harus

ditingkatkan antara lain :

a.

Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang
dilakukan masih perlu ditingkatkan dan anggaran belanja publik
terus ditingkatkan agar lebih meningkatkan  kesejahteraan
masyarakat.

Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan Pemerintah Daerah perlu
dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi (tepat fungsi dan tepat ukuran).

Penerimaan dan pencmpatan pegawai terus dilakukan secara
transparan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan.
Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai.

Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan harus
dijalankan dengan baik.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Kondisi saat ini untuk pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo

antara lain:

a.

Terdapat 10 (sepuluh) Perangkat Daerah/Unit Pelayanan vang sudah
bersertifikat SO 9001:2008 yaitu Kecamatan Ponorogo, RSUD dr.
Harjono S., Puskesmas Balong, kelurahan Surodikraman, Kantor
Perizinan dan Pelayanan Terpadu, Puskemas kauman, Puskesmas
Sawoo, Puskesmas Bungkal, Dinas Sosial, Tenaga Kcrja dan
Transmigrasi dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah.

Membentuk Perangkat Daerah penyelenggara Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP), yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Unit Pelayanan pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, telah
menetapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan.

Menetapkan SOP Administrasi Pemerintahan kepada seluruh SKPD.
Melaksanakan Survei kepuasan Masyarakat (SKM).
Dari seluruh capaian yang ada, terdapat beberapa hal vang harus

ditingkatkan antara lain :

a.

Meningkatkan kualitas pelayanan public pada sektor-sektor
pelayanan dasar untuk menjawab keluhan masyarakal tcrhadap
pelayanan publik di Kabupaten Ponorogo.

Melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan eflisiensi dalam
pelayanan di Kabupaten Ponorogo melalui Survey Kepuasan
Masyarakat.

Meningkatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial di berbagai lokasi
terutama di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil.

Menerapkan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan
bahkan pada seluruh Pecrangkat Daerah.

Menerapkan reward dan punishment untuk mendukung upava
peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Memberikan fasilitas pclayanan bagi masyarakat berkebutuhan
khusus.



B. Gambaran Area Perubahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Ponorogo mengikuti
prioritas nasional yang menjadi dasar pelaksanaan area perubahan
reformasi birokrasi didaerah. Perubahan-perubahan pada area tertentu
dalam lingkup birokrasi diharapkan menciptakan kondisi yang kondusif
untuk mendukung pencapaian tiga sasaran rcformasi birokrasi yang
dijabarkan pada 8 (delapan) area perubahan, yaitu :

1. Manajemen Perubahan.

Penguatan Pengawasan.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Penguatan Kelembagaan.

Penguatan Tatalaksana.

Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
Penguatan Peraturan Perundang-undangan.

g oF OF an oR I0 O

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo
antara lain dapat dijjabarkan sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Pada area perubahan Manajemen Perubahan fokus perubahan
dilakukan pada pola pikir Aparatur Sipil Negara. Hal-hal yang sudah
dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponerogo antara lain:

a. Pembentukan Tim pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.
b. Menyusun Roed Mep Reformasi Birokrasi.

c. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB).

d. Melakukan bimbingan teknis perubahan mindset (Bimtek KBK).
2. Penguatan Pengawasan
Fokus perubahan dari area perubahan Penguatan Pengawasan
adalah meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan Pcemerintahan

Daerah. Hal-hal yang sudah dicapai olech Pemerintah Kabupaten

Ponorogo antara lain :

a. Hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah mayoritas B.

b. Nilai PMPRB sebesar 52,71.

c. Telah dicanangkan 3 Perangkat Daerah/Unit Pelayanan menjadi
zona integritas WBK/WBBM yaitu Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Binas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Puskesmas Kauman.

d. Telah ditetapkan Satgas Saber Pungli.

Telah ditetapkan Pedoman Pengenalian Gratifikasi di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

f. Telah dibentuk unit Pengendali Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ponorogo.

g. Telah dilakukan Pencanangan Pembangunan Zone Integritas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

h. Telah dilakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam
pelaksanaan tugas ASN.

1. Telah dilaksanakan identiflikasi/pemetaan, analisis dan penyusunan
program/kegiatan Wistle Blowing System.

J.  Kapabilitas APIP mencapai level 2.
k. Maturitas SPIP mencapai level 2,8455.
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3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Peningkatan nilai
SAKIP Kabupaten Ponorogo. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah
Kabupaten Ponorogo antara lain :

a. Sinkronisasi dokumen perencanaan.
b. Dokumen SAKIP yang selaras dengan dokumen perencanaan.

c. Telah dibuat dan ditandatangani perjanjian kinerja oleh seluruh
Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai dari eselon 1l sampai staf.

Kabupaten Ponorogo memperoleh nilai SAKIP B.

e. Evaluasi SAKIP dilakukan pada seluruh Perangkat Daerah
Kabupaten Ponorogo.

4. Penguatan Kelembagaan

Fokus perubahan dari area perubahan in1 adalah Penataan
kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Hal-hal yang sudah
dicapal oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain:

a. Menyusun Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah.

b. Menyusun Peraturan Bupati tentang Perangkat Daerah.

c. Menyusun Peraturan Bupati tentang UPTD.

d. Menyusun kajian akademis tentang Perangkat Daerah dan UPTD.
5. Penguatan Tatalaksana

Fokus perubahan dari area pcrubahan ini adalah Pembenahan
proses bisnis/tata laksana perangkat daerah sebagai dasar penyusunan
SOP administrasi pemerintahan. Hal-hal yang sudah dicapa: oleh
Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

a. SOP telah disusun pada masing-masing Perangkat Daerah.

b. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas.

c. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Binas.

d. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kode Wilayah Kearsipan
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Pecrencanaan,
pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Hal-hal yang sudah
dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

a. Melakukan rekrutmen CPNS dengan menggunakan sistem CAT.

b. Melaksanakan pengisian jabatan administrator (eselon ) dan
pengawas (eselon 1V) melalul proses assessment centre pegawai/
talent pool bekerjasama dengan Badan Diklat Propinsi.

c. Melaksanakan proses seleksi jabatan plmpman tingg pratama
dengan menggunakan metode seleksi terbuka.

d. Menerapkan sistem reward dan punishment dengan memberikan
penghargaan clan sanksi/hukuman bagi PNS vyang meclanggar
disiplin.

e. Melaksanakan pembangunan/pengembangan system informasi
kepegawaian dalam manajemen pegawai (SIMPEGTERPADU).

f. Melaksanakan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
secara konsisten berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil.
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7. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Pecnataan
peraturan perundang-undangan yang jelas dan transparan. Hal-hal yang
sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain :

a. Melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap produk hukum
untuk dilakukan koreksi di Bagian Hukum.

b. Telah dilakukan reviu dan perubahan terhadap produk hukum
daerah dengan letap berpedoman terhadap perundang-undangan
yang berlaku.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah meningkatkan
kualitas pelayanan publik yang cepal, murah, berkekuatan hukum,
serta terukur. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten
Ponorogo antara lain :

a. Mendorong inovasi pelayanan publik pada masing-masing Perangkat
Daerah (one agency one innovation).

b. Mengikuti lomba dan pameran pelayanan publik.
Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sccara
terpadu satu pintu dengan koordinasi lintas dinas terkait.

d. Pelayanan penzman menggunakan aplikasi elektronik yaitu aplikasi

perizinan terpadu SIJITU yang dapat diakses secara online untuk
SIUP dan TDP.

C. Harapan Pemangku Kepentingan

Harapan pemangku kepentingan merupakan identilikasi kebutuhan

atas pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektil dan efisien diantaranya:

1.

8.

Penerapan sistem penilaian kinerja, sebagai bahan pertimbangan dalam
memberikan reward dan punishment bagi pegawali.

Tidak terdapat duplikasi tugas dan lungsi dalam penvelenggaraan
pemerintah daerah.

Sistim pengisian jabatan administrator (esclon IlI) dan Pengawas (eselon
IV) melalui proses assessment centre pegawai/talent pool sccara
berkelanjutan.

Pengembangan kompetensi PNS dilakukan dengan mengikuti pendidikan
dan pelatihan yang sesuai dengan tugas dan lungsinya.

Pembinaan terhadap PNS yang berkinerja rendah.

Harapan pemangku kepentingan atas pelaksanaan reformasi

birokrasi yang bersih dan akuntabel diantaranya:

1.

Integritas dan profesionalisme pcgawai ncgen. Harapan ini merupakan
keinginan masyarakat berkaitan dengan birokrasi yang jujur, penuh
pengabdian dan memiliki  kompetensi  yang diperlukan  dalam
memberikan pelayanan.

Pemimpin daerah, termasuk pejabat dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Ponorogo diharap dapat menjadi teladan dalam berbagai
tindakan bahkan menjadi penggerak pecnyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dari KKN.

Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemcrintah di
Kabupaten Ponorogo.

Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan
biaya, proses, progres, kepastian hukum clan petugas yang mclayani.
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Harapan pemangku kepentingan terkait dengan pelayanan publik
yang berkualitas antara lain :

1. Peningkatan fasilitas pelayanan publik.

2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan. Seluruh
jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang
mengutamakan kebutuhan masyarakat.

3. Pemberian reward dan punishment secara tegas untuk mendukung
upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus
dalam pemberian pelayanan.
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BAB Il
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi terdapat 6 (enam) sub prioritas, antara lain :

1) Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah.

Pembenahan pada manajemen pemerintahan daerah difokuskan pada 8
(delapan) area perubahan yang terdiri dari :

a.

Mental Aparatur

Pada area manajemen perubahan, kegiatan dimaksudkan untuk
meningkatkan penerapan/internalisast asas, prinsip, nilai dasar,
kode etik dan kode perilaku, termasuk penguatan budaya kinerja
dan budaya pelayanan, meningkatkan penerapan budaya kerja
positif disetiap instansi pemerintah, meningkatkan citra positif
aparatur sebagail pelayan masyarakat, serta melakukan perubahan
ke arah perbaikan yang dapat diukur, diikuti dan ditingkatkan.
Pengawasan

Pada area penguatan pengawasan, kegiatan dilaksanakan untuk
meningkatkan kapasitas APIP, meningkatkan integritas aparatur,
meningkatkan elisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta
memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi vang
mengarah pada perilaku koruptif dan negatif. Sistem pengawasan
antara lain penerapan SPIP, ZI, WBK, WBBM dan Whistle blowing
system.

Akuntabilitas

Pada area penguatan akuntabilitas kinerja, kegiatan dilaksanakan
untuk meningkatkan kualitas pencrapan sistem akuntabilitas
keuangan dan kinerja yang terintegrasi, meningkatkan penerapan
sistem manajemen kinerja, meningkatkan akuntabilitas aparatur.

Kelembagaan

Pada area penguatan kelembagaan dilaksanakan sesuai dengan
amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Dilaksanakannya
kegiatan pada area penguatan kelembagaan dengan menerapkan
prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran.

Tatalaksana

Pada area penguatan latalaksana, kegiatan dilaksanakan
dimaksudkan untuk meningkatkan penerapan sistem, prosces dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana,
transparan, partisipatif, dan berbasis e-Govemment, meningkatkan
penerapan keterbukaan informasi publik, meningkatkan penerapan
sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan
meningkatkan penerapan manajemen kearsipan yang handal. Periu
penerapan proses bisnis untuk penyusunan SOP-AP.

SDM Aparatur

Pada area penguatan system manajemen SDM  Aparatur,
dilaksanakan dengan meningkatkan kompetensi SDM  aparatur,
penempatan yang berdasarkan kompetensi jabatan dan pencrapan
reweard and punishment, serta memberikan tambahan penghasilan
berdasarkan beban kinerja.
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g. Peraturan perundang-undangan

Pada area penguatan peraturan perundang-undangan periu
harmonisasi peraturan perundangan agar tidak berpotensi
menimbulkan pertentangan antara satu kebijakan dengan kebijakan
lainnya. Kegiatan diarahkan pada peningkatan keterlibatan publik
dalam proses perumusan kebijakan, peningkatan kualitas regulasi
yang melindungi, berpithak pada publik, harmonis, tidak tumpang
tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

Pelayanan Publik

Pada area peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan
diarahkan pada peningkatan system monitoring dan evaluasi
terhadap kinerja pelayanan publik, peningkatan kualitas pelayanan
publik  sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, secrta
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, murah, jelas,
transparan, berkekuatan hukum, serta terukur. Untuk mewujudkan
hal tersebut perlu pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Prioritas Harus Terus Dipelihara

Upaya untuk menuju perubahan birokrasi Pcmerintalh Kabupaten
Ponorogo kearah yang lebih baik dilaksanakan secara bertahap dan
berkelanjutan yang disertai pemeliharaan keberhasilan-keberhasilan
yang telah dicapai seperti

a.

B
C.

Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Meningkatnya penerapan SAKIP Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Meningkatnya peran role model dan agen perubahan.

Prioritas Terkait Peningkatan Kualitas Pelayanan
Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di
Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut :

a.

(G

Pendidikan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk
ditingkatkan kualitas pelayanan adalah

1. Peningkatan kompetensi guru
2. Penataan dan pemerataan guru
Kesehatan

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk
ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah :

1. Peningkatan mutu pelayanan keschatan.

2. Pengembangan penerapan standar manaJemen mutu diseluruh
Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM).

Kependudukan

1. Percepatan dan penyederhanaan dalam proses pelayanan
kependudukan dilakukan dengan memanfaatkan tehnologi
informasi (Tl) dengan melalui inovasi-inovasi yaitu SENANG
BERKTP, PENSIUN BAHAGIAN, SUKA KAKAK BARU, AKTA JAD!
BERANGKAT HAJI dan Antrian Pelayanan Berbasis Online.

2. Menuntaskan status kepemilikan dokumen kependudukan bagi
penduduk yang berstatus duplicate record (ganda).
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d. Perhubungan

Pengelolaan angkutan sekolah gratis melalui Angkutan Cerdas
Sekolah (ACS) yang ada saat ini dinilai belum maksimal. Banyaknva
siswa-siswi yang tinggal dipelosok dan masih terbatasnva jumlah
armada Angkutan Cerdas Sekolah (ACS) menjadikan Angkutan
Cerdas Sekolah (ACS) kurang maksimal dalam melayani masyarakatl.

e. Pelayanan Perizinan

Sektor ini menjad: sorotan masyarakat dikarenakan adanya kcluhan
yang muncul terkait proscs maupun biaya yang harus dikcluarkan.
Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas vang harus
diperbaiki baik dar sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan
proses biaya serta koordinasi antar perangkat daerah yaitu dengan
pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan secara
terpadu satu pintu dengan koordinasi lintas dinas teknis dengan
menggunakan aplikast  perizinan  terpadu (SIJITU) yvang dapat
diakses secara online untuk SIUP dan TDP.

Prioritas Perangkat Daerah

Setiap perangkat daerah memiliki prioritas program dan kegiatan vang
berbeda dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Akan tetapi, prioritas
tersebut tetap akan berdasarkan pada 8 (delapan) area perubahan
yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Secara umum, gambaran prioritas kebiyakan reformasi birokrasi
beberapa perangkat daerah yang terlibat langsung dalam proses
reformasi birokrasi menurut masing-masing fungsi sesuai dengan lokus
area perubahan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.

Quick Wins

Jenis pelayanan yang tepat dijadikan sebagai Quick Wins adalah jenis
pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pclavanannva
dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi dan

kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ponorogo. Pelayanan yang dapat
dijjadikan sebagai Quick Wins antara lain:

a. Memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan relormasi
birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap
kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

b. Memperbaiki kualitas pelayanan dengan perubahan cepal sehingga
dapat diterapkan dan masyarakat dapat merasakan perubahan yang
signifikan.

c. Memiliki kapasitas yang cukup memadahi untuk melakukan
langkah- langkah perubahan vang cepat dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi Quick Wins di

lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo antara lain:

a. Perijinan terpadu yang dapat diakses secara online (SIJITU).

b. Pengelolaan angkutan sekolah gratis melalui Angkutan Cerdas
Sekolah (ACS).

c. Penyediaan [lasilitas rujukan untuk menangam kasus-kasus
kegawatdaruratan yang terjadi di desa melalui Ambulan Decsa Siaga.

d. Pengembangan dan implementasi e-planning.

Penerapan Sistem Informasi Pegelolaan Keuangan Dacrah melalui
SIMDA- BM, SIMDA-Keuangan, SIA, SIM-Gaji, SISMIOP, SIPANDA-
UNIK dan Payment Online System.
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6) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh/pilot project pelaksanaan Zona Integritas di Kabupaten
Ponorogo telah ditetapkan 3 (tiga) Unit Pelayanan yang diusulkan untuk
menuju WBK/WBBM yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Puskesmas Kauman.

Kegiatan-kegiatan

Pengertian kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi di Kabupaten
Ponorogo dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map
Refermasi Birokrasi 2015-2019 dan harapan pemangku kepentingan.
Kegiatan-kegiatan ini kemudian akan menjadi fokus usulan kegiatan-
kegiatan reformasi birokrasi selama 3 (tiga) tahun ke depan. Daftar tabel
kegiatan-kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan
usulan-usulan apa saja ke depan tersaji secara lengkap dalam tabel
berikut :

Tabel 3.1
Data Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Ponorogo

1 2 3
Area Mental Aparatur

1. | Membentuk Tim Pengarah dan Tim | Dilaksanakan oleh _Bagian Orga-
Pelaksana Refermasi Birokrasi nisasi kepada Perangkat Daerah.

No Program dan Kegiatan Keterangan J

|
|

2. | Pembentukan Tim Asesor Dilakukan oleh Inspektorat

3. | Bimtek/diklat perubahan mindset | Bimtek Kelompok Budaya Kinerja
kepada seluruh ASN

4. | Pemantauan dan evaluasi Reforma- | Dilakukan oleh Inspcktorat
si Birokrasi (RB)

Area Pengawasan

1. | Sistem Pengendalian Intern Peme- | Dilakukan oleh Inspektorat
rintah (SPIP)

2. | Peningkatan kapabilitas APIP Dilakukan oleh Inspektorat

3. | Penyusunan dan penyempurnaan | Dilakukan oleh Inspcktorat
SOP, kode etik, standarlt penga-
wasan, kendali mutu dan dokumen
pengawasan lainnya.

4. | Menyusun Pedoman Pengendalian | Dilakukan oleh Inspektorat
Gratifikasi di Lingkungan Peme-
rintah Kabupaten Ponorogo.

S. | Membentuk Unit Pengendali | Dilakukan oleh Inspektorat
Gratifikasi

6. | Membentuk Satgas Saber Pungl_i Dilakukan oleh ]nspcktd;at

7. | Pencanangan Pembangunan Zone | Dilakukan oleh Inspektorat
Integritas di Lingkungan Peme-
rintah Kabupaten Ponorogo.
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1 2 >
8. | Telah diusulkan 3 (tiga) SKPD/Unit | Dilakukan oleh Inspektorat
Kerja sebagai Wilayah  Bebas
Korupsi.
9. | ldentitikasi/pemetaan benturan ke- | Dilakukan oleh Inspektorat
pentingan dalam pelaksanaan tu-
gas ASN.
10. | Identifikasi/pemetaan, analisis dan | Dilakukan oleh Inspektorat
penyusunan program/kegiatan
Whistle Blewing System.
11. | Penetapan Pedoman Pelaksanaan | Dilakukan oleh Inspektorat
Penilaian Resiko SKPD
12. | Evaluasi PMPRB Dilakukan oleh Inspektorat
13. | Pengembangan SDM Auditor Diklat Peningkatan Kompetensi
antara lain : Diklat Audit Intern,
Diklat Audit Laporan Keuangan,
Sosialisasi SPIP.
14. | Reviu dokumen perencanaan Dilakukan oleh Inspektorat
15. | Pemantauan LHKASN Dilakukan oleh Inspektorat
16. | Pemantauan tindaklanjut hasil pe- | Dilakukan oleh Inspektorat
| ngawasan -
17. | Pembentukan Tim Pelaksana | Dilakukan oleh Inspektorat
Kegiatan Penanganan Kasus
Pengaduan Masyarakat.
18. | Pembentukan Satgas UPP Dilakukan oleh Inspcktorat
19. | Pelayanan Pengaduan Aparatur Mekanisme pencerimaan  penga-
oleh Masyarakat duan atas perilaku aparatur
pemerintah daerah oleh masya-
rakat. Dilakukan rekap sanksi
dan dipublikasikan secara inter-
nal tingkat pemecrintah daerah
20. | Pengawasan keuangan desa Dilakukan oleh Inspektorat
21. | Evaluasi SAKIP SKPD Dilakukan oleh Inspektorat

Area Penguatan Akuntabilitas

1. | Penyempurnaan perjanjian kinerja | Diterapkan bagi semua perangkat
daerah.
2. | Penyempurnaan sasaran strategis | Diterapkan bagi semua perangkat
dan IKU daerah.
3. | Penyelarasan dokumen perenca- | Diterapkan bagi scmua perangkat
naan dengan dokumen pengang- | dacrah.
garan
4. | Sinkronisasi dokumen perencanaan | Diterapkan bhagi semua pcrangkat
daerah.
S. | Sistem Pengawasan Pelaporan | Diterapkan oleh Inspcktorat atas
Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. @pini BPK akhir vang
diraih  WTP. Usaha dilakukan
antara lain Review Laporan




-18-

1 2 3 1
Keuangan Pemerintah Daerah
dan Pendampingan Penyusunan
pada Satker.

Area Kelembagaan
1. | Penataan  organisasi  perangkat | Dilakukan oleh Bagian Organisasi |
daerah yang tepat lungsi dan tepat
ukuran |
2. | Evaluasi kelembagaan perangkat | Dilakukan oleh Bagian Organisasi |
daerah dan Inspektorat ]
Area Tatalaksana ) ]
1. | Penerapan Proses Bisnis untuk | Diterapkan bagi semua perangkat |
penyusunan  SOP  Administrasi | dacrah
Pemerintahan _ _
2. | Penerapan Standar Pelayanan | Dilaksanakan oleh Bagian Orgrl
Minimal nisasi pada perangkat daerah
pengampu SPM |

3. | Penerapan Standar Pelayanan | Dilaksanakan oleh Bagian Orga-

Publik nisasi pada perangkat daerah }

4. | Sistem Informasi Pembangunan | Dilaksanakan oleh Badan Peren- |

Daerah (SIPD) canaan Pembangunan Daerah, |
Penelitian dan Pengembangan.
S. | Sistem Pengadaan Barang dan Jasa | Dilaksanakan oleh Bagian Admi-
Secara Elektronik (SPSE) online nistrasi Pembangunan.
6. | Penerapan keterbukaan informasi | Dilaksanakan oleh Dinas Komu- |
publik. nikasi, Informatika dan Statistik |
1
7. | Pengembangan  website  (portal) | Publikasi informasi kinerja dan
Pemerintah Daerah. pelavanan publik vang sudah
disoslalisasikan dan ditcrapkan |
(online) oleh Dinas Komunikasi, |
Informatika dan Statistik. .
8. | Sistem Informasi Managemen Dac- | Dilaksanakan oleh Badan Penda-
rah-Keuangan (SIMDA-Keuangan) patan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPPKAD). |
9. | Sistem Informasi Managemen Dae- | Dilaksanakan oleh Badan Penda- |
rah-Barang Milik Daerah (SIMDA- | patan Pecngelolaan Keuangan dan
BMD) o Aset Dacrah (BPPKAD).

10. | Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Dilaksanakan oleh Badan Penda
patan Pengelolaan keuangan dun:
Aset Dacrah (BPPKAD). |

11. | Sistem Informasi Managemen Gaji | Dilaksanakan oleh Badan Penda- |

(SIM-Gayji) patan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Dacrah (BPPKAD).
12. | Sistim Informasi dan Managemen | Dilaksanakan oleh Badan Pmuhr!
Obyek Pajak (SISMIOP) patan Pengelolaan Keuangan dan |
Aset Daerah (BPPKAD). j
13. | Sistem Pengelolaan Pajak Daerah | Dilaksanakan oleh Badan Penda- |
Terpadu Berbasis NIK (SIPANDA- | patan Pengelolaan Keuangan dan
UNIK) ég@.DagEh(BPPKADy }
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1 2 g |

14. | Pembayaran Pajak Secara Online | Dilaksanakan oleh Badan Penda-
(Payment Online System) patan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah (BPPKAD).

15. | Sistem Jaringan Informasi dan | Dilaksanakan oleh Bagian Hu-
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. | kum.

Dokumentasi Hukum (JDIH) online .

16. | Sistem kearsipan berbasis TIK | Dikembangkan dan diterapkan |
(siMAYA) oleh Dinas Komunikasi, Infor- |

matika dan Statistik. -

17. | Daftar Informasi Publik Disusun dan disosialisasikan olch

Pejabat Pengelola Informasi
Daerah (PPID).

Area Peningkatan SDM Aparatur

1. | Pelaksanaan Sistem Rekruitmen | Dilaksanakan oleh Badan Ke-
Pegawai dengan system CAT pegawaian, Pendidikan dan Pe-

latihan Daerah (BKPPD). '

2. | Analisis Jabatan dan ABK Diterapkan oleh Bagian Orga- |

nisasi.

3. | Penyusunan evaluasi jabatan Diterapkan olch  Badan Ke-

pegawaian, Pendidikan dan Pe-
latihan Daerah (BKPPD). I

4. | Penyusunan standart kompetensi | Diterapkan olch Bagian Orga-
jabatan (SKJ) nisasi.

5. | Penyusunan rencana kebutuhan | Dilakukan oleh  Badan  Ke-
pegawai sesuai beban kerja dan | pegawaian, Pendidikan dan Pe-
kompetensi yang dibutuhkan | latthan Daerah (BKPPD).

Perangkat Daerah

6. | Pelaksanaan proses seleksi jabatan | Dilakukan oleh  Badan  Ke-
pimpinan tinggli pralama secara | pegawalan, Pendidikan dan Pe-
terbuka. latihan Daerah (BKPPD).

7. | Pelaksanaan pengisian jabatan | Dilakukan oleh Badan Ke-
administrator dan pengawas | pegawaian, Pendidikan dan Pe-
melalui assessment centre pegawai/ | latihan Daerah (BKPPD).
talent pool terhadap ASN.

8. | Penyusunan dan penerapan system | Dilakukan oleh  Badan  Ke-
manajemen kinerja pegawai pegawaian, Pendidikan dan Pe-

latihan Daerah (BKPPD).

9. | Penerapan system reward and | Dilakukan oleh Badan Ke- !
punishment dengan memberikan | pegawaian, Pendidikan dan Pe-
penghargaan dan sanksi/hukuman | latihan Daerah (BKPPD). |
bagi PNS yang melanggar disiplin.

10. | Penegakan Etika dan Disiplin | Dilakukan oleh  Badan  Ke-
Pegawali pegawaian, Pendidikan dan Pe

latihan Daerah (BKPPD).

11. | Penerapan sistem informasi pegawai | Dilakukan oleh  Badan Ke- |
secara online melalui SIMPEG. pegawailan, Pendidikan dan Pe-

fatihan Daerah (BKPPD).
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Area Peraturan Perundang-undangan

terhadap produk hukum daerah
dengan tetap berpedoman terhadap
perundang-undangan yang berlaku.

1. | Penyusunan prosedur sistematika | Dilakukan oleh Bagian Hukum
penyusunan produk hukum
daerah.

2. | Peningkatan kapasitas aparatur | Dilakukan oleh Bagian Hukum
perancang peraturan perundang-
undangan.

3. | Melakukan sinkronisasi dan har- | Diterapkan oleh Bagian Hukum
monisasi produk hukum daerah. yang berkoordinasi dengan

seluruh perangkat daerah
4. | Melakukan reviu dan perubahan | Diterapkan oleh Bagian Hukum "

yang berkoordinasi
seluruh perangkat daerah

dengan

Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. | Pelaksanaan Survel Kepuasan | Dilakukan pada seluruh unit
Masyarakat (SKM). pelayanan publik dengan

koordinator Bagian Organisasi.

2. | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat | Dilakukan oleh Inspcktorat,

Bagian Humas dan Protokol, dan
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik

3. | Penyederhanaan Perijinan. Dilakukan oleh Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu  Satu Pintu  (Dinas
Penanaman Modal dan PTSP).

4. | Penerapan aplikasi SP4N-LAPOR | Dilakukan oleh Dinas
sudah terintegrasi dengan semua | Komunikasi, Informatika dan
SKPD. Statistik.

S. | Sistem Informasi Pelayanan | Diterapkan oleh Dinas
Perijinan berbasis website (SIJITU) | Pecnanaman Modal dan Pelavanan
untuk SIUP dan TDP. Terpadu Satu  Pintu (Dinas

Penanaman Modal dan PTSP).

6. | Monitoring dan evaluasi kepatuhan | Monitoring dan evaluasi olch
Perangkat Daerah terhadap | Inspcktorat dan Bagian  Orga-
Undang-undang Nomor 25 Tahun | nisasi
2009 tentang Pelayanan Publik.

7. | Pengembangan inovasi pelayanan | Dilakukan oleh sefuruh
publik pcrangkat dacrah dengan Bagian

Organisasl sebagai koordinator
C. Rencana Aksi
Rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2019-2021 di Kabupaten

Ponorogo dilakukan sesuai dengan 8 (delapan) area perubahan vang ingin
dicapal oleh pemangku kepentingan. Usulan reformasi birokrasi Pemerintah
Kabupaten Ponorogo selama 3 (tiga) tahun mendatang sebagai berikut :
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Tabel 3.2

Rencana Aksi Road Map Kabupaten Ponorogo

No

Program dan Kegiatan

Keterangan

1

2

3

Area

Mental Aparatur

1.

Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi

Dilakukan

oleh Bagian Organisasi

—

Sosialisasi Roae# Map Reformasi

Birokrasi

Dilakukan

oleh Bagian Organisasi |

Mengadakan Bimtek  kelompok

Budaya Kerja

Dilakukan

oleh Bagian Organisasi

Pengawasan

Sistem Pengendalian Intern Peme-
rintah (SPIP)

Dilakukan

oleh Inspektorat

Peningkatan dan

kapabilitas APIP

kompetensi

Dilakukan

oleh Inspcktorat

Penyusunan dan penyempurnaan
SOP, kode etik, standart penga-
wasan, kendali mutu dan dokumen
pengawasan lainnya.

Dilakukan

oleh Inspe_ktorat

Pemantauan dan evaluasi Zone

Integritas

Dilakukan

oleh InS};cktorat

Sosialisasi dan implementasi ter-
hadap Perbup Nomor 59 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengenda-
lian Gratifikasi di  Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo

Dilakukan

oleh Inspcktorat

Sosialisasi pencegahan dan pem-
berantasan korupsi dan pungutan
liar

Dilakukan

oleh Inspektorat

Pemantauan dan evaluasi terhadap
pembangunan Zone Integritas

Penambahan jumlah SKPD/Unit
Kerja  yang diusulkan/ditetapkan
sebagai Wilayah Bebas Korupsi/

Wilayah Birokrasi Melayani

Dilakukan

oleh Inspektorat I

[ Y Ty

oleh Inspektorat

Sosialisasi, implementasi, moni-
toring dan pelaporan penanganan
benturan kepentingan

Dilakukan

oleh Inspcklorat

10

Sosialisasi, internahsasi dan
penerapan terkait Whistle Blowing
System.

Dilakukan

oleh lnspekzlgr-a_t

g

Sosialisasi dan implementasi ter-
hadap Perbup Nomor 38 Tahun
2017 tentang Pedoman Pelaksa-
naan Penilaian Resiko SKPD

Dilakukan

oleh Inspektorat

12.

Evaluasi PMPRB

I_)ilakukan

oleh lns;_Jekto_ral
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1 2 3 |

13. | Pengembangan SDM Auditor Diklat Peningkatan Kompetensi |

antara lain : Diklat Audit Intern, |

Diklat Audit Laporan Kkeuangan, |

Sosialisasi SPIP. |

14. | Reviu dokumen perencanaan Dilakukan oleh Inspecktorat |

15. | Pemantauan LHKASN Dilakukan oleh Inspektorat ;
16. | Pemantauan tindaklanjut hasil pe- | Dilakukan oleh Inspektorat

ngawasan !

17. | Pelayanan Pengaduan Aparatur | Mekanisme penerimaan penga- |

oleh Masyarakat duan atas pcrilaku aparatur |

pemerintah daerah oleh masyva- |

rakat. Dilakukan rekap sanksi |

dan dipublikasikan secara inter- |

nal tingkat pemerintah daerah |

18. | Pengawasan keuangan desa Dilakukan oleh Inspcktorat '
19. | Evaluasi SAKIP SKPD Dilakukan oleh Inspektorat

Area Penguatan Akuntabilitas

1. | Penyempurnaan perjanjian kinerja Diterapkan bagi semua perangkat
daerah.
2. | Penyempurnaan sasaran strategis | Diterapkan bagi semua perangkat |
dan IKU dacrah. '
3. | Penvelarasan dokumen perenca- | Diterapkan bagi semua perangkat
naan dengan dokumen pengang- | daerah. |
garan |
4. | Sinkronisasi dokumen perencanaan | Diterapkan bagi semua perangkaft
vang terintegrasi dalam SIMDA | daerah. ,
PERENCANAAN TERINTEGRASI '
S. | Sistem Pengawasan Pelaporan | Diterapkan oleh Inspcktorat atas |
kKeuangan Laporan Keuangan Pemerintah |
Daerah. @pini BPK akhir vang |
diraih  WTP. Usaha dilakukan |
antara lain  Review  Laporan
Keuangan Pemerintah  Daerah
dan Pendampingan Penvusunan |
pada Satker.
Area Kelembagaan
1. | Penataan  organisasi  perangkat | Dilakukan oleh Bagian Organisasi |
daerah yang tepat fungs: dan tepat
ukuran |
2. | Evaluasi kelembagaan perangkat | Diterapkan dan dilakukan olch

daerah

Area Tatalaksana

Bagian @®rganisasi dan i
Inspektorat

1. | Pciierapan  Proses  Bisnis  untuk | Diterapkan bagi semua perangkat
penvusunan  SOP  Administrasi | dacrah
Pemerintahan

2. | Penerapan Standar Pelayanan | Dilaksanakan oich Bagian Orga- |

Minimal

nisasi pada perangkat
pengampu SPM

daerah |
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3. | Pencrapan Standar Pelayanan | Dilaksanakan oleh Bagian Orga- |
Publik nisasi pada perangkat daerah |

. ]

4. | Sistem Informasi Pembangunan | Dilaksanakan oleh Badan Peren-
Daerah (SIPD) canaan Pembangunan Dacrah, |

Penelitian dan Pengembangan. ‘

5. | Sistem Pengadaan Barang dan Jasa | Diterapkan oleh Bagian Admi- i
Sccara Elektronik (SPSE) online | nistrasi Pembangunan. .
terintegrasi dengan sistem '
penganggaran dan pembayaran

6. | Penerapan keterbukaan informasi | Dilaksanakan oleh Dinas Komu- |
publik. nikasi, Informatika dan Statistik |

—— — 1

7. | Pengembangan  website  (portal) | Publikasi informasi kinerja dan

Pemerintah Daerah. pelayanan pubhk yang sudah
disosialisasikan dan diterapkan |
(online) olch Dinas Komunikasi, ‘
Informatika dan Statistik.

8. | Sistem Informasi Managemen Dae- | Dilaksanakan oleh Badan Penda- |
rah-Keuangan (SIMDA-Keuangan) patan Pengelolaan Keuangan dan |

Asct Dacrah (BPPKAD). |

9. | Sistem Informasi Managemen Dae- | Dilaksanakan oleh Badan Penda- ‘
rah-Barang Milik Daerah (SIMDA- | patan Pengelolaan keuangan dan |
BMD) Aset Daerah (BPPKAD,).

10. | Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Dilaksanakan oleh Badan Penda- |

patan Pengelolaan keuangan dan |
Aset Daerah (BPPKAD). J

11. | Sistem Informasi Managemen Gaji | Dilaksanakan oleh Badan Penda- |

(SIM-Gaji) patan Pengelolaan Keuangan can |
Aset Daerah (BPPKAD).

12. | Sistim  Informasi dan Managemen | Dilaksanakan oleh Badan Penda-

Obyek Pajak (SISMIOP) patan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah (BPPKAD).

13. | Sistem Pengelolaan Pajak Dacrah | Dilaksanakan oleh Badan Penda
Terpadu Berbasis NIK  (SIPANDA- | patan Pengelolaan Keuangan dan |
UNIK) Aset Daerah (BPPKAD).

14. | Peinbayaran Pajak Secara Online | Dilaksanakan oleh Badan Penda- |
(F’ayment Online System) patan Pengelolaan Keuangan dan |

Asct Daerah (BPPKAD). |

15. | Sistem Jaringan Informasi dan | Dilaksanakan oleh Bagian Hu-
Dilaksanakan oleh Bagian Hukum. | kum. !
Dokumentasi Hukum (JDIH) online

16. | Sistem kearsipan  berbasis  TIK | Dikembangkan dan diterapkan
(SIMAYA) oleh Dinas Komunikasi, Infor- '

matika dan Statistik. |

17. | Daftar Informasi Publik Disusun dan disosialisasikan oleh

Pejabat Pengelola Informasi
Dacrah (PPID).
18. | Sistem pelayanan retribusi daerah | Dilaksanakan oleh Badan Penda-

(I -Retribusi)

patan Pengelolaan Keuangan dan |

| Aset Daerah (BPPKAD). |
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Area Peningkatan SDM Aparatur ]

1. | Peningkatan pelaksanaan Sistem | Dilakukan  oleh  Badan  Ke- |
Rekruitmen PNS dan PPPK secara | pegawaian, Pendidikan dan Pe-
(runsparan latihan Daerah (BKPPD).

2. | Analisis Jabatan dan ABK Diterapkan oleh Bagian Orga-

nisasi. |

3. | Penyusunan evaluasi jabatan Dilakukan oleh  Badan  Ke- ‘l

pegawaian, Pendidikan dan Pe- |
latthan Daerah (BKPPD).

4. | Prnyusunan standart kompetensi | Diterapkan oleh Bagian Orga- |
Jabatan (SKJ) nisasi.

S. | Penvusunan rencana kebutuhan | Dilakukan oleh  Badan  Ke-
pegawail sesuai beban kerja dan | pegawaian, Pendidikan dan Pe- |
kompetensi yang dibutuhkan | latihan Daerah (BKPPD).
Perangkat Daerah |

6. | Pclaksanaan proses selcksi jabatan | Dilakukan  oleh  Badan  Ke- |
pimpinan tinggi pratama secara | pegawailan, Pendidikan dan Pe-
tcrbuka dan transparan. latthan Daerah (BKPPD). '

7. | Prlaksanaan  pengisian  jabatan | Dilakukan  oleh  Badan = Ke- |
administrator dan pengawas | pegawaian, Pendidikan dan Pe- |
niclalul assessment centre pegawai/ | latihan Dacrah (BKPPD). |
talent pool terhadap ASN secara ;
berkelanjutan. |

1

8. | Fenyusunan dan penerapan sistem | Dilakukan  oleh  Badan  Ke- |
nanajemen kinerja pegawai pegawaian, Pendidikan dan Pe- |

latihan Daerah (BKPPD). !

9. | Pecmberian  TPP  sebagai  wujud | Ditakukan  oleh  Badan  Ke-
penghargaan terhadap kinerja | pegawaian, Pendidikan dan  Pe-
pegawal latthan Daerah (BKPPD). |

10. | Pencgakan Etuka dan  Disiplin | Dilakukan  olch  Badan  Ke-
Pogawail pegawaian, Pendidikan dan Pe- |

latihan Daerah (BKPPD).

11. | Pencrapan sistem informasi pegawai | Dilakukan  oleh  Badan  Ke-
sccedra online melalui | pegawaian, Pendidikan dan  Pe-

SIMPEGTERPADU.

latihan Daerah (BKPPD).

Area Pcraturan Perundang-undangan

1. | Penvusunan  prosedur  sistematika | Dilakukan oleh Bagian Hukum
penyusunan produk hukum
d.erah.

2. | Peningkatan  kapasitas  aparatur | Dilakukan oleh Bagian Hukum
prrancang  peraturan  perundang-
undangan.

3. | Mclakukan sinkronisasi dan har- | Diterapkan oleh Bagian Hukum
monisasi produk hukum daerah. vang berkoordinasi dengan

scluruh perangkat dacrah

4. | Mclakukan reviu dan perubahan | Diterapkan olch Bagian Hukum

terbindap  produk hukum daerah | yang berkoordinasi dengan

dengan tetap berpedoman terhadap
perundang-undangan yang berlaku.

seluruh perangkat daerah
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Area P'eningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. | Pelaksanaan Survei Kepuasan | Dilakukan pada seluruh _u_r;il
Masyarakat (SKM). pelayanan publik dengan |
_ koordinator Bagian Organisasi. |'
2. | Pngelolaan Pengaduan Masyarakat | Dilakukan oleh Inspektorat, |
Bagian Humas dan Protokol, dan
Dinas Komunikasi, Informatika
dan Statistik

3. | Penyvederhanaan Perijinan. Dilakukan oleh Dinas ‘

Penanaman Modal dan Pelayanan |
Terpadu  Satu Pintu (Dinas
Penanaman Modal dan PTSP).

4. | Mengimplementasikan dan mengop- | Dilakukan oleh Dinas Komu-
timalkan aplikasi SP4N-LAPOR nikasi, Informatika dan Statistik. |

S. | Sosialisasi Sistem Pemerintah | Dilakukan oleh Dinas Kkomu-
Berbasis Elektronik (SPBE) nikasi, Informatika dan Statistik.

6. | Pengembangan Sistem Informasi Pe- | Dilaksanakan oleh Dinas |
layanan Perijinan berbasis website | Penanaman Modal dan Pclavanan |
(SIJITU)  untuk semua jenisa | Terpadu Satu Pintu (Dinas
layanan perijinan Penanaman Modal dan PTSP). |

7. | Penggunaan Sistem Online Single | Dilaksanakan dan diterapkan
Submission (OSS) dalam penerbitan | olch Dinas Pcnanaman Modal 'l
izin usaha dan Pelayanan Terpadu Satu |

Pintu (Dinas Penanaman Modal
dan PTSP).

8. | Monitoring dan evaluasi kepatuhan | Monitoring  dan  evaluasi  oleh
Perangkat Daerah terhadap | Inspektorat dan Bagian  Orga- |
Undang-undang Nomor 25 Tahun | nisasi 5
2009 tentang Pelayanan Publik. f

9. | Pengembangan inovasi pelayanan | Dilakukan oleh seluruh |

publik

perangkat daerah dengan Bagian
Organisasi sebagai koordinator
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BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi merupakan hal penting yang tidak dapat
dipisahkan dengan siklus perencanaan kegiatan. Monitoring dilakukan
untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road
Map reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target
dan tahapan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan
dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pada tingkat Perangkat Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan
terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas
pemerintah daerah yang melekat pada Perangkat Daerah tertentu, dan
prioritas yang menjadi fokus dari Perangkat Daerah sebagaimana tertuang
dalam rencana aksi, dilakukan melalui media sebagai berikut :

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung Kepala Perangkat Daerah
untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian
yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau
perkembangan lingkungan strategis.

2. Survei rutin terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang
dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

3. Pengelolaan pengaduan;
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan;
Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan

terhadap seluruh program dan kegiatan scbagaimana direncanakan dalam
rencana aksi, dilakukan melalui media sebagai berikut :

Pertemuanrutin pada tingkat Tim Pengarah yang telah dibentuk.
Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pelaksana yang telah dibentuk.
Pertemuan rutin pada tingkat Kelompok Kerja.

Survey kepuasan masyarakat (SKM).

Pengelolaan pengaduan masyarakat.

Ok D =

Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi vang telah
ditetapkan.

7. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.

B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi
birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yvang
dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja
sampal pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut :

1. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin
oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan
yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada
enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi
permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan
lingkungan strategis. Evaluast dilakukan secara menyeluruh terhadap
seluruh prioritas yang telah ditetapkan.
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Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah yang
dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah.

Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang
dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan

keputusan dapat diperoleh dari :

a.
b.
C.

d.

Hasil-hasil monitoring.
Survey kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat.

Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana
diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya.

Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB), yang dikoordinasikan oleh [nspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan

masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun
berikutnya.
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BAB V
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
Ponorogo periode tahun 2019-2021 merupakan instrument dalam rangka
percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah. Dokumen ini
menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan percepatan
reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini tidak
memiliki makna jika seluruh kegiatan yang tertuang didalamnya tidak
dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan.

Penyusunan kegiatan dalam dokumen Road Mep Refermasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2021 dilakukan dengan
memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan
Pemerintah Daerah. Meskipun kegiatan ini sudah menguraikan secara dectail
langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam
praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan
untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan.
Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk
terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten
Ponorogo tanggungjawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah
Kabupaten Ponorogo beserta pemangku kepentingan lainnya yvang terkait
dengan program percepatan reformasi birokrasi.

BUPATI PONOROGO,
TTED.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesual dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR TIYAWAN, S.H.

NIP%O? 7 199303 1 008
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